PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

.,n Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790); '

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); :

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5261);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan
Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 04);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong
Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05});

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2015 Nomor 08);

70. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2014 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015
Nomor 14);

71. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN
2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal
daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau
pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal
dacrah pada suatu usaha bersama atau pemaniaatan modal daerah, oleh
pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang
selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah perseroan yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.




{1)

(2)

(3)

Pasal 2

Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong pada
Bank Kalsel sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 66.815.486.709,-
(enam puluh enam milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan
puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pada tahun 2015 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal
oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel sebesar
Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka jumlah seluruhnya penyertaan modal oleh
Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel sebesar
Rp. 81.815.486.709,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus lima belas
juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 3

Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun
2015 pada Bank Kalsel dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7% Desewbet 201
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Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2§ Detewber 201S
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(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan

(2)

3)

(4

(1)

2)

mempertanggung-jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam
rangka pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara
Penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas
pendapatan yang diterima melahii Bank.

Atas pertimbangan efisiensi dan cfektifitas, tugas dan wewenang Bendahara
Penerimaen PPKD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan PPKD serta penyampaiannya scbagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang
menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih
dari 1 {(satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD
wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong
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Ditetapken di Tanjung
ggal 24 Nopember 201C

Diundan di Tanjung

?4 Nopemrer 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 77.



